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Abstrack: paying zakat in addition to obligations is also proof of concern for others, because zakat issued can help the poor consumptively and productively depending on its utilization. This study examines the effectiveness of community empowerment through the distribution and utilization of zakat funds with a literature review by looking at zakat funds as a means of empowerment that has a very large effect on community welfare. The results of this study are that the effectiveness of community empowerment through zakat funds is measured by the achievement of goals, the accuracy of the distribution and utilization of zakat funds to those who have earned it or called 8 asnaf, and with these zakat funds the poor (mustahiq) are helped and able to change. the status of being a prosperous society (muzakki). In addition to the distribution process that is precisely targeted, the utilization of zakat funds is also a top priority, namely by investing in zakat funds, the results of which will be distributed to the needy and the poor.
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Abstrack : menunaikan zakat selain kewajiban juga merupakan bukti kepedulian terhadap sesama, sebab zakat yang dikeluarkan dapat membantu masyarakat miskin secara konsumtif maupun produktif tergantung kepada pemanfaatannya. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dengan kajian pustaka dengan melihat dana zakat sebagai alat pemberdayaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa efektifnya sebuah pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat diukur dari tercapainya tujuan, ketepatan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada orang yang berhaq mendapatkannya atau disebut dengan 8 asnaf, dan dengan dana zakat tersebut masyarakat miskin (mustahiq) terbantu dan mampu berubah status menjadi  masyarakat sejahtera (muzakki). Disamping proses pendistribusian yang tepat sasaran pendayagunaan dana zakat juga menjadi prioritas utama yaitu dengan cara menginvestasikan dana zakat yang hasilnya nanti dibagikan kepada para fakir dan miskin.
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A. Pendahuluan 
Paradigma pembangunan saat ini telah mengalami pergeseran, tidak lagi hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya tapi juga mengupayakan peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.
 Saat seseorang membicarakan pembangungan, Seers yang mengutip dari Melkote mengatakan bahwa indikator keberhasilan pembangunan sebenarnya adalah penurunan dalam hal tingkat kemiskinan, ketidakseimbangan pendapatan dan pengangguran. Indikator lainnya adalah berkurangnya penderitaan umat manusia, sebagaimana yang tampak di tengah masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu proses yang dilakukan dengan memberikan daya kepada masyarakat atau disebut dengan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan manusia, menuju perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.
 

Sementara untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat seharusnya pelaku pemberdayaan yang sifatnya pribadi, kelompok /organisasi, maupun pemimpin dalam suatu pemerintahan harus memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan layanan serta bantuan kepada masyarakat.
Selanjutnya pelaku pemberdayaan dan masyarakat harus memiliki persamaan visi, dengan maksud program pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena pelaku pemberdayaan bukan hanya sekedar bertugas menyampaikan akan tetapi menjadi jembatan untuk masyarakat. Hal ini akan memfasilitasi masyarakat agar mampu memahami diri, masalah dan potensi mereka, untuk suatu proses transformasi baik dari aspek sosial, politik, dan psikologi menuju yang dikehendaki masyarakat.
Dalam pekerjaan sosial yang merupakan aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad lalu telah memiliki perhatian yang mendalam terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat lemah dan yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, orang dengan kecacatan dan komunitas adat tepencil (KAT). Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri (to help people to help themselves), bekerja dengan masyarakat (working with people), dan bukan bekerja untuk masyarakat (working for people), menunjukkan betapa pekerjaan sosial adalah profesi yang populis dan tidak elitis.

Pada dasarnya pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan (people centred development).
Ambar Teguh Sulistiyani menegaskan pemberdayaan merupakan  suatu proses pemberian dan optimasi daya yang dimiliki  masyarakat sehingga daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, dan bisa juga diartikan sebagai proses pemberian daya atau kemampuan kepada masyarakat yang belum berdaya.

Dalam ajaran Islam tujuan membangun masyarakat tidak hanya sebatas untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang normatif, yaitu berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan terhadap aturan atau kaidah yang berlaku dilingkungannya. Berarti kemajuan material untuk mencapai kesejahteraan harus tidak terpisah dengan kesadaran dan perilaku baik agar kemajuan dan kesejahteraan itu dapat memberi berkah bagi semua dan membawa kepada keselamatan.
Salah satu nuktah yang paling mengesankan dari ajaran Islam menegenai dinamika umat adalah pernyataan Rasul bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dari pada mukmin yang lemah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shohihnya yaitu :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah (HR. Muslim).

Namun pada sisi lain Islam juga tidak mengingkari kenyataan bahwa selalu saja sebagian orang akan dilebihkan dari sebahagian yang lain.
 Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi.
وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ٧١ 
Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah (Qs. An-Nahl: 71).
Salah satu konsep Islam dalam menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaian zakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan tidak membiarkan masyarakat yang tidak berdaya dalam cengkraman kemiskinan dan tidak keberdayaan dalam menjalani kehidupan. Islam memang hendak membawa umat manusia ke jalan keadilan dan kebebasan, agar tidak ada orang yang hidup sengsara karena melarat, karena lemah, atau tidak berdaya, melainkan agar semua orang hidup secara terhormat, terjamin hak-haknya dengan baik, tidak ada yang lebih tinggi dari pada yang lain kecuali ketaqwaan kepada Allah, maka salah satu untuk mewujudkan itu adalah dengan kerelaan menunaikan zakat.

 Dalam menunaikan kewajiban zakat ini tersimpan harapan agar kepada sipemberi dikaruniakan Allah keberkahan jiwa yang suci dan harta yang semakin tumbuh dan berkembang. Firman Allah :
خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَسَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Qs. at-Taubah: 103).
Dengan demikian dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui dana zakat perlu ada lembaga pengelolaan zakat yang baik, Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam.

Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif,  ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Sehingga, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan ketrampilan produktif yang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Potensi pengembangan perekonomian umat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari Al–Qur‟an maupun Hadits, keduanya  memiliki perhatian besar dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat.
B. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat
Menurut Suharto dalam buku Sosiologi Perubahan Sosial, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karena itu ide utama dari pemberdayaan ini bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan juga sering dikaitkan dengan kemampuan individu untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari minat dan keinginan mereka.

Sedangkan menurut Mc. Ardle, sebagaimana di kutip Hery Hikmat dalam bukunya “Strategi Pemberdayaan Masyarakat”, pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.

Namun secara konseptual pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat.

Sementara zakat merupakan sebuah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.
 Kata zakat juga sering dikemukakan untuk makna “ thaharoh” (suci), seperti dalam Surat asy-Syams ayat 9 :

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (Qs. asy-Syams : 9)
Sedangkan zakat menurut istilah fiqih adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya”, di samping berarti “ mengeluarkan jumlah tertentu itu sediri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiyah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah makna.

Mewujudkan pemberdayaan melalui dana zakat harus didasarkan kepada tujuan pemberdayaan itu sendiri, dalam hal ini proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang tepat, ditinjau dari pengukuran efektivitas maka dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain sesuatu dikatakan efektif jika tepat sasaran.

Menurut Cambel J.P pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah
:

a. Keberhasilan kegiatan program.

Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan atau program tersebut berhasil dilaksanakan dari tahap pertama hingga tahap terakhir dan dapat menanggulangi hambatan yang ada.

b. Ketepatan sasaran.

Apabila tujuan tercapai dan tepat pada sasaran yang dituju maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif.

c. Kepuasan terhadap kegiatan/program.

Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini bersifat kualitatif (berdasarkan pada mutu). Jika kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tepat sasaran maka kegiatan akan dikatakan efektif bila pelaksana dan penerima manfaat sama-sama merasakan kepuasan atas kegiatan tersebut.

d. Pencapaian tujuan menyeluruh.
 Keberhasilan program/kegiatan yang disusul dengan ketepatan sasaran sehingga membuahkan kepuasan terhadap program merupakan sebuah pencapaian tujuan kegiatan/program tersebut.
Pola pengukuran efektivitas tersebut diatas merupakan acuan untuk melihat kefektivan pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, baik dari proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahiq).
1. Efektivitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat
Pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat dapat diukur dari ketepatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, Pengukuran tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang menerima dana zakat  atau yang disebut dengan mustahiq zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.
 Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT:
إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠ 
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah: 60)
Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan, yaitu:
 

a. Fakir
b. Miskin
c. Amil
d. Mu’allaf
e. Riqab (budak)

f. Gharim (orang berhutang)

g. Sabilillah (jihad dijalan Allah)

h. Ibnu sabil (musafir, orang yang bepergian)
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedelapan golongan di atas ialah sebagai berikut:
1) Fakir (al-Fuqara)

Al-Fakir adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-Fakir menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Menurut Hanafi  fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Dan orang yang mempunyai harta sampai senishab yang dapat memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang tersebut tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai nishab maka ia wajib zakat, dan orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.

Madzhab-madzhab lain berpendapat bahwa kebutuhan itu tidak berdasarkan kepada kepemilikan. Dengan maksud bahwa barang siapa yang tidak membuntuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun ia mempunyai harta sampai nishab, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya.

Sementara ulama salaf dari madzhab Syafi’i mendefinisikan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

2) Miskin (al-Masakin)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin, kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Adapun al-masakin menurut mazhab ini adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Adapun yang dimaksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya.
 Abu Hanifah memberikan pengertian miskin adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara itu Masdar F. Mas’udi mengatakan bahwa miskin menunjukkan pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tetap tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Begitupula halnya para ulama modern yang mendefiniskan miskin merupakan mereka yang memiliki taraf kehidupan yang jauh lebih baik dari orang-orang fakir. Karena bisa mendapatkan separuh atau bahkan lebih dari kebutuhan yang diperlukan, sekalipun tidak mencukupi secara sempurna.

3) Amil Zakat 

Amil zakat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa. Karena itu Allah berfirman: al-amiluna ‘alaiha (pengurus-pengurus zakat), Allah tidak berfirman al-amiluna fiha (pengurus-pengurus dalam hal zakat). Firman ini mengisyaratkan bahwa mereka memiliki semacam kewenangan untuk memungut zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat sekaligus mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.
 Bagian yang diberikan kepada para amil dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan amil masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya.
Dalam hal ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan zakat, yang tercantum pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa amil atau lembaga zakat harus segera menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
 Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa orang yang berhak mendapat dana zakat ialah sesuai dengan syariat Islam yang tercantum dalam al-Qur’an pada Suroh at-Taubah ayat  60 yaitu:

a. Fakir dan miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya tapi sama sekali tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

b. Kelompok amil (petugas zakat).

c. Kelompok muallaf, yaitu kelompok orang yang masih lemah imannya.

d. Kelompok Ghorimin atau orang yang berhutang.

e. Dalam memerdekakan budak.

f. Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam jalan Allah.
Adapun pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
 Sedangkan orang yang berwenang untuk mengelola zakat adalah badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang di bentuk masyarakat.

Badan atau lembaga pengelola dana zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal berikut:

 Amil zakat adalah mereka yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan :

a. Pengumpulan

b. Penyimpanan

c. Penjagaan

d. pencatatan, dan

e. penyaluran harta zakat
Pihak amil zakat harus orang yang:

a. muslim

b. laki-laki

c. jujur, dan

d. mengetahui hukum zakat.
Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir.

4) Mu’allaf (yang perlu ditundukkan hatinya)

Muallaf adalah golongan yang baru masuk Islam, yang keimannan dan keislamannya masih lemah. Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya, dan hati mereka semakin kokoh dan mantap dalam Islam.
Sementara muallafah qulubuhum sebagaimana yang tercantum dalam ayat al-Qur’an menurut para ulama diperuntukkan untuk dua jenis orang, yaitu kafir dan muslim dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
:

a. Orang Kafir, yaitu  orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Mereka diberi zakat untuk mendorong mereka agar masuk Islam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw kepada Sofwan bin Umayyah pada saat ia masih kafir.
b. Orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan harapan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya.

c. Orang Islam, yaitu golongan yang baru masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam.
d. Orang Islam yang lemah imannya yang dikawatirkan akan menjadi murtad.
e. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan member mereka zakat, dapat menarik simpati dari sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam.
Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mu’allaf ketika mereka belum memeluk Islam. Mazhab Hanbali dan Maliki mengatakan “mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam” karena sesungguhnya Nabi Saw pernah memberikan kepada mu’allaf yang muslim dan mu’allaf dari kaum musyrik.

Mazhab Hanafi dan Syafi’I mengatakan “pemberian bagian zakat kepada orang kafir pada masa awal Islam bukanlah untuk menundukkan mereka atau yang lain, tetapi karena masa itu jumlah kaum muslim masih sedikit sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak.

Adapun mu’allaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena sangat perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan berikut: 

a. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam, mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.

b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.

c. Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kaum muslim..

d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran Islam, karena lemahnya kaum muslimin.
 Kalau dalam situasi saat ini di mana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab sebabnya tidak ada.

5) Budak (Riqab)

Riqab adalah termasuk dari salah satu mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat. Riqab ialah pembebasan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Secara harfiah golongan ini diartikan orang-orang yang berstatus budak, termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.
Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan perbudakan dimuka bumi.

6) Gharim (orang berhutang)

Para ulama membagi utang itu menjadi dua macam; hutang yang dipergunakan muntuk mendamaikan orang atau dua golongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).
Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah orang yang diangggap fakir. Tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.
Mazhab Hanafi mengatakan bahwa “orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu”. Dan mazhab maliki mengatakan “orang yang berutang adalah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi utangnya”. Dan utang itu tidak dipakai untuk melakukan maksiat, seperti minum khamar dan judi.

7) Sabilillah (jihad dijalan Allah)
kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

Menurut jumhur ulama orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun mereka yang digaji oleh markas komando mereka tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.
8) Ibnu sabil 

Menurut Ibnu Hazm ibnu sabil adalah orang yang keluar (bepergian) bukan dalam  urusan maksiat, maka dia membutuhkan bantuan atau shadaqah (zakat).
Dari konsep yang ditawarkan oleh ibnu Hazm tersebut, maka  banyak kriteria yang masuk dalam kelompok ibnu sabil. Diantaranya adalah orang yang sedang mencari ilmu pengetahuan, dakwah, perjalanan misi agama dan misi budaya, melaksanakan ibadah haji, mencari ilmu atau menuntut ilmu, dan lain-lain yang tidak dapat berlangsung secara sempurna tanpa mendapat bantuan dana. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai ibnu sabil.
Meskipun para imam berbeda kriteria tetang delapan golongan di atas. Namun subtansial isinya sama. Delapan golongan inilah yang berhak menerima zakat.Walaupun dalam studi Islam kotemporer saat ini sudah mengalami banyak perkembangan.
a.  Pendistribusian Zakat
Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.
 Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik untuk tujuan konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).
Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. at-Taubah :60).
Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

1) Kaidah Pendistribusian Zakat
Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan ‛centralistic‛. Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan penditribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.
 Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada  lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat. Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat atTaubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq.
Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi’i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kaidah pendistribusian zakat adalah sebagai berikut
:
a) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.
b) Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
c) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari’ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.
d) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
e) Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
f) Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi’i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

2) Pola Pendistribusian Zakat
Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula deberikan  secara produktif. Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat amanah dan profesional. Lembaga atau BAZ bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para  mustahiq zakat agar kegiatan  usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanya, karena ini termasuk salahsatu tujuan dari zakat.
b. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan.

Pola pendayagunaan zakat yang dapat dilakukan adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional.

Dari sudut pandang para ulama, Ustman Zubair membenarkan mazhab yang menyatakan bahwa pada hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya pada para mustahiq dan tidak membenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan  yang menundanya maka hal itu dapat dibenarkan, sedang untuk menginvestasikannya hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi tersebut.
 Pada surah ad-Dzaariyat disebutkan :
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian .( surat ad-Dzaariyat :19).
Pada ayat ini diterangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Dengan demikian, pola pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman.
Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.
Pola pendayagunaan zakat yang mengedepankan skema qardul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ. 
2) BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada mustahiq I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3)  Usaha untung maka mustahiq mengembalikan modalnya kepada BAZ/ LAZ.
4) Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya.
5) BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha.
6) BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha.
7) BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.
Selain skema qardul hasan, ada pula pendayagunaan dana zakat menggunakan skema mudorobah. BAZ/ LAZ membuat inovasi dimana lembaga pengelola zakat berlaku sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada mustahiq sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari.

Namun bila dikaji dari segi hukum Islam bahwa zakat merupakan hak penuh mustahiq, dengan maksud dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk didayagunakan tanpa adanya pengembalian modal atau bagi hasil. Namun diperlukan ada pelatihan khusus atau pemberian pendidikan kepada mustahiq dalam mendayagunakan dana zakat tersebut, sehingga dana zakat yang didayagunakan memberikan manfaat dan dapat mewujudkan perobahan kondisi mustahiq menjadi muzakki. dan inilah sebenarnya tujuan dari pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh amil yang bertugas sebagai perantara muzakki dalam menyalurkan zakatnya.
C. Penutup
Menciptakan masyarakat sejahtera tidak semudah membalikkan telapak tangan, harus ada upaya yang besar dalam mencapainya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan kegiatan pemberdayaan dengan dana zakat yang diwajibkan kepada masyarakat muslim yang mampu yang disebut dengan muzakki, dan yang menerima disebut dengan mustahiq. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat pendistribusiannya harus tepat sasaran dan tepat guna dengan didasarkan kepada keadilan. Dengan pemanfaatan dana zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif melaikan juga harus secara produktif dengan memberikann modal usaha, investasi para mustahiq sehingga dana zakat yang diterima bisa memberikan manfaat yang berkesinambungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian kesejahteraaan melalui proses pemberdayaan yang dicapai melalui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat adalah sebuah tujuan utama dengan kata lain penyaluran dana zakat efektif dilihat dari pencapaian dari tujuannya.
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